
SALINAN

BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAII

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    47    TAHUN  2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BBIANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Meninbang

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAI+A BSA

BUPATI MIMIRA,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  12  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Mimiha  Nomor  2  Tahun  2025  tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun  Anggaran  2024,
perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan   Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

Mengingat     :  1.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara  yang  Bersih  dan   Bebas   dari   Korupsi,   Kolusi   dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor  3851),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
Pemberantasan   Tindak   Fidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor    197,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

2.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);
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3.     Undang -Undang  Nomor    21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   liembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  155,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

4.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286);   sebagaimana  telah   diubah   dengan  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia
Nomor 6736);

5.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4355);   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

6.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

8.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   13
Tahun  2022  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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9.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2024   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024
Nomor  41,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

10.   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

11.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804) ;

12.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan   liembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

13.   Peraturan Pemerintah Nomor  56  Tahun  2005 tentang Sistem
Infomasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 4576),  sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan   Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  atas   Peraturan   Pemerintah  Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   lnformasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614);

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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16.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5272) ;

17.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5887);  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Dearah    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 6402);

18.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057);  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2024
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun    2017    tentang   Hak    Keuangan    dan   Administratif
Pimpinan   dan   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2024  Nomor  6,
Talnbahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

21.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

22.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
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23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    106    Tahun    2021    tentang
Kewenangan    dan    Kelembagaan    Pelaksanaan    Kebijakan
Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730) ;

24.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021    tentang
Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  Induk
Percepatan    Pembangunan    Dalam    Rangka    Pelaksanaan
Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   239,   Tambahan   I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731 ) ;

25.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    37    Tahun    2023    tentang
Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   loo,   Tambahan   Irembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

26.   Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa    Pemerintahan    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) , sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor  12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas   Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang
Pengadaan    Barang/Jasa    Pemerintah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27.   Peraturan Presiden Nomor  17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di Propinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

28.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan   Pertanggungjawaban   Penggunaan   Belanja   Penunjang
operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan  Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

29.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Arfual
pada  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2013  Nomor  1425);  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodeflkasi     dan     Nomenkla.tur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);
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30.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah    (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor  157);

31.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman   Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

32.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  dan   Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah
tentang      Penjabaran      Pertanggungjawaban      Pelaksanaan
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

33.   Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan     Kemampuan     Keuangan     Daerah     Serta
Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasional  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

34.   Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata   Cara   Penghitungan,   Penganggaran   Dalam   Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja  Daerah,   dan  Tertib   Administrasi
Pengajuan,   Penyaluran,   dan   Laporan   Pertanggungjawaban
Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  630);   sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran   Dalam   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah,  dan Tertib Administrasi Pengaj.uan,  Penyaluran,  dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Pariai  Politik  (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun  2020
Nomor  1777);

35.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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37.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerali   Tahun   Anggaran   2024    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

38.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I.embaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

39.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4) ;

40.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2024
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2024  (Irembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2024 Nomor  1);

41.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025
tentang    Pertanggunedawaban    Anggaran    Pendapatan    dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2024   (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2);

42.   Peraturan   Bupati   Mimika   Nomor   2   Tahun   2024   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja.    Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024);

43.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor   18   Tahun   2024   tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;

44.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  40  Tahun  2024   tentang
Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  2
Tahun  2024  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

45.   Keputusan   Gubemur  Papua  Tengah   Nomor   loo.3.3.1/189
Tahun  2025  tentang  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Mimika tentang Pertanggung).awaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun   Anggaran   2024   dan   Rancangan   Peraturan   Bupati
Mimika tentang Penj abaran Pertangggungj awaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2024.
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.

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :           PERATURAN            BUPATI            TENTANG            PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN         PELAKSANAAN         ANGGARAN
PENDAPATAN         DAN         BELAI\UA         DAERAH         TAHUN
ANGCIARAN 2024.

Pasal 1

Ifaporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

1.     Pendapatan
a.     Pendapatan Asli Daerah
b.     Pendapatan Tranfer
c.      Lain-lain pendapatan Yang sah

LJumlah Pendapatan

2.     Belanja
a.   Belanja operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Bunga
4) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

b.   Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4) Belanja Modal JaJan, Jaringan dan Irigasi :
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6) Belanja Modal Aset Lainnya

c.   Belanja Tak Terduga

d.   Belanja Transfer
1) Belanja Bantuan Bagi Hasil
2) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3.     Pembiayaan Daerah
a.   Penerimaan pembiayaan Daerah
b.   Pengeluaran pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp    468.713.757.549,46
Rp3.819.538.629.525,00

1.593.503.653.555,94
Rp5.881.756.040.630,40

Rpl.131.362.617.590,OO
Rp2.353.450.766.273,23
Rp                                 0,00
Rp                                 0,00
Rp    470.969.526.352,00
Rp         2.424.665.000,00

Rp         7.007.200.000,00
Rp     136.851.111.181,01

Rp    870.634.438.843,76
Rpl.041.343.251.997,00
Rp           1.117.907.000,00
Rp          4.301.976.250,00

Rp        7.126.938.000,00

Rp       28.413.803.880,00
Rp    368.943.955.928,00

Rp6.423.948.158.295,00

(Rp   542.192.117.664,60)

Rpl.208.469.817.633,20
Rp         5.000.000.000,00
Rpl.203.469.817.633,20
Rp    661.277.699.968,60
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Pasal 2

Rin8kasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1
tercantum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal  3

Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  2
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran  Laporan  Realisasi Anggaran  sebagainana dimaksud  dalam  Pasal  3
tercantum  dalaln  Lampiran  11  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 8  Agustus  2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

joHANNEs RETroB

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 8  Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

ABRAHAM KATEYAU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIRA TAHUN 2025 NOMOR 47.


